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ABSTRACT

Sektor konstruksi merupakan bagian penting pembangunan nasional yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemilik proyek, kontraktor,
konsultan, tenaga ahli, dan pemerintah. Kompleksitas hubungan hukum sering
memicu sengketa akibat perbedaan interpretasi kontrak, keterlambatan, kegagalan
bangunan, pelanggaran standar, dan ketidakpatuhan regulasi. Hal ini menegaskan
pentingnya pemahaman aspek hukum untuk menjamin keseimbangan hak,
kewajiban, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi
perlindungan hukum dalam kontrak konstruksi, mengidentifikasi mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan
di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif melalui
analisis norma, prinsip, dan regulasi, dengan data dari sumber hukum primer dan
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum
ditentukan oleh kejelasan kontrak, penerapan good governance, pengawasan, serta
penggunaan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan
adjudikasi. Dengan demikian, aspek hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa,
tetapi juga berfungsi preventif dalam meminimalkan risiko sejak perencanaan
hingga penyelesaian proyek.

The construction sector is a crucial part of national development, involving various
stakeholders, including project owners, contractors, consultants, experts, and the
government. The complexity of legal relationships often triggers disputes due to
differing contract interpretations, delays, construction failures, standard
violations, and regulatory non-compliance. This underscores the importance of
understanding legal aspects to ensure a balance of rights, obligations, and legal
certainty. This study aims to evaluate legal protection in construction contracts,
identify effective dispute resolution mechanisms, and assess their compliance with
Indonesian regulations. The method used is a normative legal approach through
analysis of norms, principles, and regulations, with data from primary and
secondary legal sources. The results show that the effectiveness of legal protection
is determined by contract clarity, the implementation of good governance,
supervision, and the use of alternative dispute resolution methods such as
arbitration, mediation, and adjudication. Thus, legal aspects not only resolve
disputes but also function preventively by minimizing risks from project planning
to completion.

This is an open access article under the CC—BY-SA license.
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PENDAHULUAN

Sektor konstruksi merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional karena berkontribusi
langsung terhadap penyediaan infrastruktur publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga
stabilitas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proyek
konstruksi melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemilik proyek, kontraktor utama,
subkontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan lembaga pemerintah yang memiliki
fungsi strategis dalam setiap tahapan proyek. Keterlibatan multipihak tersebut menjadikan aktivitas
konstruksi memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, baik dari dimensi teknis, administratif, maupun
yuridis (Khusna & Mayasari, 2022). Kompleksitas ini berpotensi memunculkan berbagai persoalan
apabila tidak ditangani secara sistematis, khususnya terkait jaminan kepastian hukum dan perlindungan
terhadap hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam perspektif pembangunan nasional, sektor
konstruksi tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai
instrumen penerapan kebijakan hukum dan regulasi negara. Oleh karena itu, setiap proses dalam proyek
konstruksi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari timbulnya risiko
hukum dan potensi konflik. Ketidakjelasan aspek hukum dalam pelaksanaan proyek dapat menghambat
kelangsungan pekerjaan, mengganggu stabilitas ekonomi, dan menimbulkan kerugian bagi seluruh
pihak terkait. Dengan demikian, penting adanya pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum
dalam sektor konstruksi sebagai dasar perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif
(Indrayani, 2022). Hal ini menegaskan bahwa kajian mendalam tentang aspek hukum proyek konstruksi
diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh
pemangku kepentingan.

Proyek konstruksi pada dasarnya memiliki tingkat risiko yang tinggi karena melibatkan keputusan
strategis dalam aspek teknis dan finansial berskala besar, penggunaan kontrak jangka panjang, serta
ketergantungan terhadap regulasi pemerintah yang terus berubah (Barri et al., 2022). Potensi sengketa
hukum sering timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap klausul kontrak, perubahan ruang lingkup
pekerjaan, keterlambatan pelaksanaan proyek, hingga kegagalan struktur bangunan. Sengketa ini tidak
hanya menyebabkan kerugian secara finansial, tetapi juga merusak reputasi para pihak serta mengancam
keberlanjutan pelaksanaan proyek. Dalam konteks ini, keberadaan hukum konstruksi memiliki fungsi
penting sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara para pihak, melalui
penyusunan kontrak yang transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ni
Made Sintya Rani & Ni Kadek Sri Ebtha Yuni, 2021). Meskipun demikian, dalam praktik lapangan,
masih banyak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi tidak memiliki pemahaman yang cukup
mengenai prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan kontrak, sehingga meningkatkan risiko terjadinya
konflik karena hak dan kewajiban tidak dijalankan secara seimbang. Selain itu, lemahnya pengawasan
terhadap pelaksanaan kontrak serta minimnya penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif
turut memperparah persoalan hukum yang muncul. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah hukum
dalam proyek konstruksi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menggambarkan
rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku industry (Suartika Putra, 2021). Oleh karena itu, kajian
mendalam mengenai perlindungan hukum dalam kontrak konstruksi merupakan kebutuhan akademik
dan praktis yang mendesak untuk diwujudkan.

Kerangka hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia sesungguhnya telah tertuang
dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta ketentuan arbitrase
baik nasional maupun internasional (Agusman et al., 2021). Namun, penerapan berbagai regulasi
tersebut di lapangan kerap menghadapi hambatan yang bersumber dari perbedaan penafsiran antar pihak
terkait, terutama dalam memahami klausul kontrak, pembagian tanggung jawab hukum, serta
pelaksanaan hak untuk menggugat. Dalam praktiknya, banyak kontrak konstruksi tidak disusun secara
menyeluruh untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh pihak, sehingga
menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak dengan kekuatan dominan (Dwinanda
et al.,, 2023). Di samping itu, ketidakmampuan para pelaku industri dalam memahami mekanisme
penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, adjudikasi, dan arbitrase menyebabkan mereka lebih
sering memilih penyelesaian melalui pengadilan, yang pada umumnya memerlukan proses panjang dan
biaya yang besar. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai peran
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kontrak sebagai instrumen hukum preventif yang mampu memitigasi potensi sengketa serta menjamin
perlindungan hak dan kewajiban para pihak secara adil dan proporsional.

Aspek hukum dalam proyek konstruksi tidak hanya mengatur pelaksanaan kontrak, tetapi juga
mencakup perlindungan hukum bagi seluruh pihak terhadap berbagai risiko yang muncul sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek (Salim, 2023). Perlindungan hukum terdiri atas
dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif
ditujukan untuk mencegah timbulnya sengketa melalui kontrak yang disusun secara jelas, pembagian
risiko yang seimbang, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, perlindungan represif berfungsi
sebagai mekanisme penyelesaian apabila sengketa telah terjadi. Kedua bentuk perlindungan ini harus
diterapkan secara berimbang guna mewujudkan stabilitas hukum dalam sektor konstruksi. Namun, fakta
di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pihak cenderung lebih menekankan aspek represif
dibanding aspek preventif, sehingga mengabaikan pentingnya penyusunan kontrak yang kuat dan sesuai
regulasi (Dwiretnani et al., 2024). Kondisi ini berdampak pada peningkatan jumlah sengketa konstruksi
dari waktu ke waktu, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Kehadiran berbagai pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi menuntut adanya kejelasan yang
tegas mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum masing-masing pemangku kepentingan
(Sinaga et al., 2022). Misalnya, pemilik proyek berkewajiban menyediakan sumber pendanaan,
sementara kontraktor bertugas melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai standar teknis yang telah
ditetapkan. Konsultan perencana dan pengawas memiliki otoritas untuk memberikan arahan teknis serta
mengawasi agar seluruh kegiatan proyek sesuai dengan ketentuan mutu dan keselamatan kerja.
Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab ini berpotensi memicu konflik kepentingan yang berdampak
pada munculnya sengketa hukum. Situasi semakin kompleks apabila dalam kontrak tidak dicantumkan
klausul mengenai keadaan kahar (force majeure), perubahan lingkup kerja, maupun sanksi atas
pelanggaran kontrak secara rinci (Marini Indriani et al., 2022). Oleh karena itu, perlindungan hukum
dalam proyek konstruksi tidak dapat dipandang sebagai sekadar proses administratif, tetapi merupakan
aspek fundamental yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu proyek dari sudut pandang
hukum dan ekonomi.

Selain itu, perkembangan global dan meningkatnya investasi asing di sektor konstruksi Indonesia
mengharuskan adanya keselarasan antara regulasi nasional dengan standar hukum internasional.
Penggunaan kontrak internasional seperti FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) kini
semakin dominan, khususnya dalam pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar (Salim, 2023).
Namun, penerapan kontrak FIDIC sering menghadapi kendala karena tidak sepenuhnya sesuai dengan
kerangka hukum Indonesia. Perbedaan dalam prinsip hukum, sistem penyelesaian sengketa, dan struktur
peradilan menyebabkan berbagai proyek konstruksi multinasional menghadapi konflik hukum yang
kompleks dan sulit diselesaikan (Vicky Zulkarnain et al., 2023). Situasi ini menegaskan pentingnya
dilakukan kajian akademis yang mengintegrasikan aspek hukum konstruksi dalam perspektif nasional
dan internasional, sehingga dapat membentuk sistem perlindungan hukum yang fleksibel dan mampu
beradaptasi dengan dinamika industri konstruksi modern.

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, aspek perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang
signifikan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), keterbukaan dalam penyusunan
kontrak, serta tanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran, khususnya pada proyek yang
menggunakan dana publik. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi memunculkan
persoalan hukum seperti wanprestasi, pelanggaran hukum perdata, tindak pidana korupsi, maupun
penyalahgunaan kewenangan oleh pihak terkait. Oleh sebab itu, analisis terhadap perlindungan hukum
perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup dimensi administratif, pidana, dan perdata
(Stringer et al., 2025). Penerapan perlindungan hukum yang efektif akan memastikan penyelenggaraan
proyek konstruksi berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional, menghasilkan nilai ekonomi
yang optimal, serta menjaga kepentingan dan hak masyarakat secara berkesinambungan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Maharani et al., (2022) yang menganalisis sengketa konstruksi
melalui pendekatan litigasi di Indonesia, namun fokusnya hanya pada efektivitas pengadilan sebagai
wadah penyelesaian konflik. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengevaluasi penyelesaian
sengketa, tetapi juga menekankan perlindungan hukum preventif melalui perancangan kontrak.
Penelitian kedua oleh Rifaldi, (2022) mengkaji penerapan kontrak FIDIC dalam proyek internasional,
tetapi terbatas pada studi komparatif tanpa mengidentifikasi implementasi hukum nasional secara
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mendalam. Sebaliknya, penelitian ini mengintegrasikan aspek hukum lokal dan kontrak internasional
untuk melindungi para pihak dalam proyek konstruksi. Penelitian ketiga oleh Maelissa et al., (2021)
membahas perlindungan hukum terhadap kontraktor kecil, namun tidak menyoroti hubungan multiaktor
dalam satu proyek. Perbedaan penelitian ini terletak pada cakupannya yang lebih luas karena
menganalisis perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemilik proyek hingga
subkontraktor, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang lebih komprehensif dalam
pengembangan hukum konstruksi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang berorientasi pada analisis norma, prinsip,
dan kaidah hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus
penelitian bukan pada pengujian perilaku empiris para pihak, melainkan pada evaluasi keselarasan
regulasi dan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat
dalam proyek konstruksi. Dalam perspektif pendekatan normatif, hukum dipandang sebagai sistem
aturan yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas dalam mengatur hubungan kontraktual serta
mekanisme penyelesaian sengketa. Proses penelitian dilaksanakan melalui penelaahan berbagai sumber
hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan ketentuan arbitrase
baik nasional maupun internasional (Henong, 2022). Selain itu, sumber hukum sekunder berupa literatur
ilmiah, jurnal akademik, komentar pakar, dan pendapat ahli turut dimanfaatkan untuk memperdalam
analisis teoritis. Pemilihan metode ini didasarkan atas urgensi untuk memahami kedudukan hukum
secara sistematis dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan di
bidang konstruksi.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) guna menelaah dan memetakan seluruh regulasi yang berkaitan dengan jasa
konstruksi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang
mengalami kerugian. Pendekatan ini memberikan landasan analitis yang menyeluruh dalam memahami
sistem hukum yang berlaku, termasuk struktur hierarki peraturan dan dampaknya terhadap implementasi
kontrak konstruksi (Henong, 2022). Di samping itu, pendekatan konseptual (conceptual approach)
digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum, prinsip keadilan
dalam kontrak, serta tanggung jawab hukum para aktor dalam proyek konstruksi. Sinergi antara kedua
pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini memberikan perspektif teoretis dan praktis yang lebih
mendalam mengenai efektivitas penerapan perlindungan hukum dalam konteks nyata. Dengan
demikian, fokus analisis diarahkan pada hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam
dinamika proyek konstruksi di lapangan.

Untuk memberikan kedalaman pada analisis normatif, penelitian ini mengadopsi studi kasus
terhadap proyek konstruksi yang mengalami sengketa dan diselesaikan melalui mekanisme hukum baik
di arbitrase maupun pengadilan. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menunjukkan secara
nyata penerapan perlindungan hukum serta mengidentifikasi determinan keberhasilan atau kegagalan
dalam proses penyelesaian sengketa. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap
dokumen-dokumen hukum, kontrak konstruksi, putusan arbitrase, putusan pengadilan, serta berbagai
dokumen resmi yang relevan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode
interpretasi hukum, analisis perbandingan, serta penalaran deduktif guna menghasilkan kesimpulan yang
bersifat normatif dan memiliki nilai aplikasi praktis (Didit Darmawan, 2023). Melalui pendekatan ini,
penelitian tidak hanya mengungkap permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik konstruksi, tetapi
juga memberikan usulan solusi normatif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas perlindungan hukum dalam proyek konstruksi ditemukan sangat bergantung pada
mutu dan ketegasan perumusan kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Kontrak
yang disusun secara detail dan mencantumkan secara jelas klausul mengenai hak, kewajiban, alokasi
risiko, sanksi, serta prosedur penyelesaian sengketa terbukti mampu meminimalkan potensi perselisihan
selama pelaksanaan proyek. Sebaliknya, kontrak yang bersifat umum atau mengandung istilah yang
ambigu berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang akhirnya memicu sengketa hukum. Temuan
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ini menegaskan bahwa kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan
merupakan instrumen perlindungan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan memberikan
kepastian bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, ketepatan dan ketegasan substansi kontrak menjadi
elemen krusial dalam menjaga kestabilan hukum sepanjang pelaksanaan proyek konstruksi.

Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) diidentifikasi sebagai komponen krusial
dalam memberikan perlindungan hukum, terutama pada fase perencanaan dan negosiasi kontrak. Pihak-
pihak yang melaksanakan due diligence secara menyeluruh cenderung memiliki risiko sengketa yang
lebih rendah karena potensi permasalahan hukum dan teknis telah dianalisis sejak tahap awal. Prinsip
ini juga mencakup keterbukaan informasi, verifikasi keabsahan administrasi, serta evaluasi risiko
finansial dan teknis sebelum kontrak disepakati. Berdasarkan hasil studi kasus, proyek konstruksi yang
mengabaikan prinsip kehati-hatian terbukti lebih banyak menghadapi perubahan pekerjaan (variation
order) yang tidak diperkirakan sebelumnya dalam kontrak, sehingga menimbulkan konflik terkait
pembiayaan tambahan, perpanjangan waktu pelaksanaan, serta penentuan tanggung jawab hukum antar
pihak yang terlibat.

Temuan penting lainnya menegaskan bahwa penerapan mekanisme penyelesaian sengketa
alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR), seperti arbitrase dan mediasi, memiliki peran strategis
dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak. Metode ini terbukti lebih efisien
dibandingkan proses litigasi konvensional karena menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, bersifat
tertutup demi menjaga kerahasiaan para pihak, serta memberikan fleksibilitas dalam tata cara prosedural.
Dalam sejumlah kasus, arbitrase mampu menyelesaikan sengketa konstruksi dalam kurun waktu kurang
dari satu tahun, sementara proses peradilan formal sering kali berlangsung bertahun-tahun. Mediasi juga
terbukti memberikan ruang dialog yang konstruktif bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian secara
mufakat tanpa menimbulkan keretakan hubungan kerja. Fakta ini menegaskan bahwa efektivitas
perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari kekuatan norma tertulis, tetapi juga dari keberhasilan
pelaksanaannya dalam praktik penyelesaian sengketa secara efisien dan berkeadilan.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa munculnya sengketa dalam proyek konstruksi sebagian
besar disebabkan oleh keterbatasan pemahaman para pihak mengenai hak dan kewajiban hukum yang
melekat dalam kontrak. Banyak pelaku usaha konstruksi, terutama kontraktor berskala kecil dan
subkontraktor, cenderung menyetujui isi kontrak tanpa melakukan analisis hukum secara komprehensif.
Ketiadaan pendampingan dari ahli hukum serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam
memahami aspek hukum konstruksi menempatkan mereka pada posisi yang kurang terlindungi secara
yuridis. Sebagai konsekuensinya, ketika terjadi pelanggaran kontrak atau kegagalan pelaksanaan proyek,
pihak yang tidak memahami ketentuan hukum dalam kontrak sering kali mengalami kerugian yang
serius, termasuk kehilangan kesempatan untuk mengajukan klaim atau upaya pembelaan melalui
mekanisme hukum yang tersedia.

Fungsi pengawasan kontrak yang tidak berjalan optimal diidentifikasi sebagai salah satu faktor
utama penyebab munculnya sengketa dalam proyek konstruksi. Ketidakefektifan pengawasan
mengakibatkan terjadinya deviasi teknis, keterlambatan pelaksanaan, serta pelanggaran standar kualitas
yang tidak segera diperbaiki. Dalam konteks proyek yang dikelola oleh pemerintah, pengawasan yang
hanya bersifat administratif tanpa evaluasi substansial menyebabkan pelaksanaan kontrak menyimpang
dari ketentuan hukum yang berlaku. Temuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak
dapat terwujud secara maksimal apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang responsif,
terstruktur, dan dilengkapi dengan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran kontraktual.

Analisis terhadap putusan pengadilan dan arbitrase memperlihatkan bahwa lembaga peradilan
cenderung mengedepankan prinsip pacta sunt servanda, yaitu ketentuan kontrak memiliki kekuatan
mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Dengan demikian, setiap
pelanggaran terhadap isi kontrak akan berakibat pada pemberian sanksi hukum sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati. Meskipun demikian, dalam sejumlah perkara, hakim maupun arbiter juga
memberikan pertimbangan berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan, terutama apabila ditemukan
adanya ketimpangan posisi tawar antara pihak pemberi kerja dan kontraktor. Kondisi ini menunjukkan
bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam proyek konstruksi tidak semata ditentukan oleh kekakuan
norma kontraktual, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai moral dan etika bisnis yang melandasi hubungan
para pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada keseimbangan antara kepastian
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hukum (legal certainty) dan keadilan (equity) agar tujuan hukum dapat tercapai secara komprehensif dan
berkeadilan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum
dalam proyek konstruksi merupakan hasil dari sinergi antara kualitas penyusunan kontrak, penerapan
prinsip hukum preventif, mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif, serta kemampuan hukum
dari para pihak yang terlibat. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya
berlandaskan pada keberadaan regulasi tertulis, melainkan harus diwujudkan melalui peningkatan
kesadaran hukum, integritas profesional, dan penerapan tata kelola kontrak yang berorientasi pada
akuntabilitas. Hasil tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan regulasi dan
praktik hukum konstruksi di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang optimal
mampu menciptakan iklim investasi yang stabil, mendukung keberlanjutan proyek pembangunan, serta
memastikan terpenuhinya kepentingan publik secara menyeluruh dalam proses pembangunan nasional.

Pembahasan
Kejelasan Isi Kontrak sebagai Pilar Perlindungan Hukum

Kejelasan dalam penyusunan kontrak konstruksi menjadi aspek mendasar yang menentukan kuat
atau lemahnya perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Kontrak tidak
hanya diposisikan sebagai dokumen formal, tetapi berperan sebagai perangkat hukum yang bersifat
mengikat, yang menetapkan hubungan hukum, menjelaskan hak serta kewajiban para pihak, dan
mengatur langkah hukum apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian,
kontrak yang dirancang secara komprehensif dengan mencantumkan batasan pekerjaan, jadwal
pelaksanaan, prosedur perubahan pekerjaan, serta ketentuan sanksi atas pelanggaran, terbukti mampu
mengurangi risiko timbulnya sengketa (Kalsum et al.,, 2023). Sebaliknya, kontrak yang tidak jelas
memberikan celah perbedaan penafsiran antar pihak sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam
penerapan hukum (Rembulan & Yuhao, 2023). Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum
sangat ditentukan oleh sejauh mana penyusunan kontrak mampu menciptakan keseimbangan hukum
(legal equilibrium) antara kepentingan pemilik proyek, pelaksana konstruksi, serta pihak lainnya yang
memiliki keterlibatan hukum.

Kontrak konstruksi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kejelasan substansi, tetapi juga harus
mencantumkan klausul mitigasi risiko seperti force majeure, termination clause, dan dispute resolution
clause yang mengatur langkah antisipatif ketika terjadi keadaan luar biasa atau pelanggaran kontrak.
Ketidakhadiran klausul-klausul ini terbukti menjadi faktor dominan meningkatnya sengketa dalam
proyek konstruksi, karena para pihak tidak memiliki landasan hukum yang memadai untuk
menyelesaikan konflik secara tepat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang dirancang
tanpa merujuk pada ketentuan hukum nasional dan standar internasional cenderung bersifat bias dan
berpotensi merugikan salah satu pihak (Sutikno et al., 2021). Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang
bersifat komprehensif tidak hanya diposisikan sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai
mekanisme perlindungan hukum preventif yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan
stabilitas proyek konstruksi sejak tahap awal pelaksanaannya.

Prinsip Kehati-hatian dan Pengawasan sebagai Mekanisme Preventif

Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pelaksanaan proyek konstruksi
menjadi elemen fundamental untuk memastikan setiap kebijakan teknis maupun hukum dilakukan
secara terencana, akuntabel, dan berdasarkan pertimbangan risiko yang tepat. Prinsip ini meliputi
analisis potensi risiko dalam kontrak, kesiapan pendanaan proyek, kepatuhan terhadap ketentuan hukum
yang berlaku, serta jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar keselamatan konstruksi yang telah
ditetapkan (Ni Luh Made, 2022). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proyek konstruksi yang
mengintegrasikan prinsip kehati-hatian sejak tahap awal perencanaan cenderung terhindar dari
perselisihan hukum karena mekanisme mitigasi risiko telah diterapkan secara menyeluruh dan
sistematis. Sebaliknya, proyek yang tidak menjalankan prinsip ini secara optimal berpotensi menghadapi
berbagai sengketa akibat terjadinya kesalahan teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maupun
pelanggaran administratif yang dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum (Firnawaty et al., 2021).

Kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan kontrak menjadi faktor dominan yang memicu
terjadinya sengketa dalam proyek konstruksi. Ketidakefektifan pengawasan mengakibatkan terjadinya
penyimpangan terhadap kesepakatan kontraktual, peningkatan biaya yang tidak diatur dalam perjanjian,
serta penurunan standar kualitas konstruksi yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan publik.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan sering disebabkan oleh kurangnya
koordinasi antara pemilik proyek dan konsultan pengawas, keterbatasan kompetensi pengawas, serta
ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang tegas (Darsini et al., 2022). Dengan memperkuat sistem
pengawasan yang berlandaskan prinsip hukum, pelaksanaan proyek konstruksi dapat dijalankan secara
konsisten sesuai kontrak, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat kuratif setelah sengketa
terjadi, tetapi berfungsi secara preventif untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan
standar hukum dan ketentuan teknis yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase dan Mediasi

Mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi terbukti memiliki
tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam menyelesaikan konflik konstruksi dibandingkan proses
peradilan umum (Fardila & Adawyah, 2021). Arbitrase menawarkan kepastian hukum dengan waktu
penyelesaian yang lebih cepat, sifat putusan yang final serta mengikat, dan mampu menjaga kerahasiaan
bisnis para pihak yang terlibat. Sementara itu, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk
berdialog secara terbuka dalam rangka mencapai penyelesaian damai secara sukarela tanpa
menimbulkan keretakan hubungan kerja sama jangka Panjang (Simanjuntak et al., 2022). Penelitian ini
mengungkap bahwa penerapan mekanisme alternatif sangat relevan dalam konteks proyek konstruksi
yang umumnya mengandung kompleksitas teknis, melibatkan berbagai pihak, dan menuntut
penyelesaian segera agar tidak mengganggu kelangsungan pelaksanaan proyek.

Meskipun demikian, tingkat keberhasilan arbitrase dan mediasi sangat bergantung pada sejauh
mana para pihak memahami tata cara penyelesaian sengketa serta keberadaan klausul penyelesaian
sengketa yang dirumuskan secara tegas dalam kontrak. Ketidakjelasan atau ketiadaan klausul tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada stagnasi pelaksanaan proyek dan
meningkatnya potensi kerugian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam
proyek konstruksi tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga memastikan kelangsungan
proyek melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, proporsional, dan efektif (Yusuf, 2022).
Dengan demikian, penggunaan arbitrase dan mediasi dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum
represif yang berperan strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor konstruksi dalam
jangka panjang.

SIMPULAN

Dari hasil kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum memiliki posisi yang
sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi. Peran hukum tidak
hanya terbatas pada penyelesaian sengketa ketika konflik terjadi, tetapi juga mencakup fungsi preventif
yang krusial dalam mengurangi potensi risiko sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga
penyelesaian proyek. Perlindungan hukum tercermin melalui penyusunan kontrak yang jelas, kepastian
regulasi yang berlaku, pembagian tanggung jawab secara adil, serta penerapan prinsip kehati-hatian
dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan adanya perlindungan hukum yang menyeluruh, setiap
pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan hak dan
kewajiban secara proporsional, sehingga kemungkinan terjadinya sengketa dapat ditekan. Selain itu,
keberadaan perlindungan hukum yang efektif turut menciptakan iklim pelaksanaan proyek yang
kondusif, transparan, serta akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam pembangunan
nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku
konstruksi merupakan urgensi yang tidak dapat ditunda guna memastikan penyelenggaraan proyek
konstruksi yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan. Penguasaan terhadap peraturan perundang-
undangan, standar kontrak, serta prosedur penyelesaian sengketa menjadi komponen kunci dalam
mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Di samping itu, pelaksanaan kontrak yang sejalan
dengan ketentuan hukum nasional serta mengacu pada standar internasional akan memberikan jaminan
kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan mendukung terciptanya efisiensi serta
keberlanjutan proyek. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan
industri konstruksi, dan lembaga penyelesaian sengketa untuk memperkuat tatanan hukum konstruksi
melalui peningkatan pemahaman hukum, penyempurnaan regulasi, serta pengawasan terhadap
pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, aspek hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
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penyelesaian konflik, tetapi juga berperan sebagai fondasi utama dalam membangun sektor konstruksi
yang kompetitif dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.
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